Menimbang

SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

. bahwa  untuk  memberikan pedoman dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah yang terencana, terukur, serta
menganut prinsip kewajaran perlu adanya analisis
standar belanja demi terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan;

. bahwa analisis standar belanja digunakan untuk

menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

perangkat daerah dalam satu tahun anggaran;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan
analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan

Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis

Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.



5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Daerah.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja PD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
APBD.

7. Analisis Standar Belanja tahun 2025 yang selanjutnya
disebut ASB adalah penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan yang dilaksanakan PD dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran untuk 1 (satu) tahun

anggaran 2025.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk
mewujudkan perencanaan dan penggunaan APBD yang
efektif, efisien, transparan, adil, dapat
dipertanggungjawabkan, dan berdasarkan pada kewajaran
ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan
berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku

untuk seluruh PD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

a. menentukan kewajaran belanja untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

b. menentukan pembakuan belanja kegiatan fisik
melalui analisis yang di standarkan untuk setiap

jenis komponen kegiatan dengan menggunakan



standar barang, harga satuan, dan
upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;

c. menentukan standar belanja yang berfungsi sebagai
pedoman dalam penyusunan anggaran;

d. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang
jelas  yang menyebabkan tidak maksimalnya
pemanfaatan, tidak ada peningkatan, atau
rendahnya anggaran,;

e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan keuangan Daerah; dan

f. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur

kinerja yang jelas.

Pasal 4

(1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD harus
berpedoman pada ASB,
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk;
a. menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD; dan
b. menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat

ditinjau kembali dengan memperhatikan
perkembangan harga dan perkembangan
perekonomian.

Pasal 6

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri
dari:
a. ASB fisik; dan
b. ASB non Fisik.



(2) Ketentuan mengenai ASB fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan mengenai ASB Non fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 15 Mei 2024
Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal, 15 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd
I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
.Sekretaﬁa& Daerah Kabupaten Gianyar,

,ey%)f/m

Wayatf"Madl SH.,MH.
Pe;nbma (IV/a)
NIP. 19760110 200604 1 011



